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ABSTRAK 

Hak imunitas merupakan suatu hak istimewa yang dipunyai suatu lembaga untuk menjalan kan tugas, 

fungsi dan wewenangnya. Perlu diketahui juga hak imunitas adalah suatu hal yang lazim terdapat pada 

suatu profesi yang memang dirasa perlu serta urgent untuk dapat diakomodir oleh hak imunitas. Contoh 

profesi itu adalah advokat dan pers. Didalam sesi penelitian ini penulis akan mengangkat hak imunitas 

anggota DPR sebagai wakil rakyat. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk lebih mengetahui 

dan lebih menggali lagi apa itu yang dimaksud dengan hak imunitas dan apakah perlu hak imunitas 

didalam parlemen untuk meyuarakan suara rakyat. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah 

ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu hukum tata negara dan sebagain kontribusi keilmuan dari 

penulis untuk bangsa dan negara pada umumnya  dan pemerintah serta lembaga terkait pada khususnya. 

Penelitian ini menggunakan metode sosiologi hukum atau socio-legal research dengan menggunakan 

pendekatan disiplin ilmu hukum normatif berupa aturan dan undang-undang serta fakta yang terjadi di 

masyarakat sebagai pembanding antara treks dan konteks. 

 

Kata kunci : Hak Imunitas, Anggota DPR 

 

ABSTRACT 

Immunity right is a privilege that belongs to an institution to carry out its duties, functions and 

authorities. It should also be noted that the right to immunity is a common thing in a profession which 

is deemed necessary and urgent to be accommodated by the right of immunity. Examples of such 

professions are advocates and the press. In this research session, the writer will raise the immunity rights 

of DPR members as people's representatives. The purpose of this research is to know more and to further 
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explore what is meant by the right to immunity and whether the right to immunity in parliament is 

necessary to voice the voice of the people. This research is expected to add to the treasury of science, 

especially in constitutional law and as a scientific contribution from the author to the nation and state in 

general and the government and related institutions in particular. This study uses the sociology of law 

method or socio-legal research by using a normative legal discipline approach in the form of rules and 

laws as well as facts that occur in society as a comparison between texts and contexts. 
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1. Pendahuluan 

Setelah disahkannya Undang-

undang nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Majelis Permusyawaratan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan 

Perwakilan Daerah. Menuai pro dan 

kontra di masyarakat hal ini disinyalir 

karena adanya konten pasal hak 

imunitas anggota DPR didalamnya. 

Hak imunitas ini mengatur tentang 

kekebalan hukum anggota DPR saat 

menjalankan tugas, fungsi dan 

wewenangnya.  

Yang menuai kontovesi lagi selain itu 

adalah bahwa aturan dan undang-

undang ini disahkan secara sepihak 

dalam artian tidak adanya persetujuan 

dari pihak eksekutif dalam hal ini 

adalah presiden. Dan olehnya setelah 

disahkan pun langsung menuai banjir 

permohonan judicial review untuk 

membatalkan pasal hak imunitas 

anggota DPR itu tersebut. 

2. Rumusan Masalah 

1. Bagaiman hak imunitas DPR 

dalam menyampaikan 

pendapat berkaitan dengan 

menjalankan fungsi wewenang 

menururt Undang-undang 

Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Majelis Permusyawaratan 

Rakyat, Dewan Perwakilan 

Rakyat dan Dewan Perwakilan 

Daerah ? 

2. Apakah hak imunitas DPR 

dalam menjalankan fungsi 

pengawasan dan membuat 

aturan dapat membuatnya 

absolut ? 

3. Tujuan Penulisan  

Tulisan ini dibuat untuk 

memahami kesesuaian antara tejks 

dan konteks didalam penerapan 



Hak imunitas sesuai Undang-

undang Nomor 2 Tahun 2018 

tentang Majelis Permusyawaratan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat 

dan Dewan Perwakilan Daerah. 

4. Manfaat Penelitian  

Dengan penelitan mengenai 

“ANALISIS SOSIO-YURIDIS 

HAK IMUNITAS ANGGOTA 

DPR DI INDONESIA” yang 

sudah saya jabarkan sedikit tadi di 

awal, diharapkan hasil penelitian 

ini dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut : Manfaat Teoritis 

diharapkan hasil penelitian ini bisa 

sebagai menjadi ikhtiar kita dalam 

menelaah dan mengkaji 

kedudukan hak imunitas DPR 

dalam perspektif konstitusi, 

hukum positif dan asas-asas 

hukum seperti asas kesamaan 

dihadapan hukum. 

Dengan ini kita bisa tahu dan 

meyakini diman sebenarnya 

kedudukan hak imunitas DPR itu 

sendiri. Dan bisa menjadi 

sumbangsih wawasan kepada bara 

akademisi yang membaca 

penelitian ini. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini semoga bisa 

menjadi suatu karya yang bisa 

membantu didalam pencerahan 

bagaimana Hak Imnunitas DPR 

dan juga bagaimana pola konsep 

yang ideal untuk membatasi dan 

mengawasi terhadap Hak imunitas 

itu sendiri agar tidak bersifat 

absolut dan karet. . 

5. Metode Penelitian 

Metode penelitian menjelaskan 

mengenai bagaimana data dan 

informasi diperoleh dalam 

melaksanakan penelitian. Sebelum 

menguraikan pengertian metode 

penelitian hukum, terlebih dahulu 

penyusun mengemukakan bahwa 

metedologi dapat diartikan sebagai 

logika dari arti penelitian Ikmiah, studi 

terhadap prosedur dan teknik 

penelitian Penelitian pada dasarnya 

merupakan, “suatu upaya pencarian 

dan bukannya sekedar mengamati 

dengan teliti, terhadap suatu objek 

yang mudah terpegang ditangan, 

Metode penelitian pada hakekatnya 



merupakan operasionalisasi dari 

metode ilmiah merupakan persyaratan 

untuk dapat memahami jalan pikiran 

yang terdapat dalam langkah-langkah 

penelitian.  

6. Pembahasan 

Berdasarkan hasil dari penelitian 

yang sudah dilakukan mengenai studi 

kasus hak imunitas anggota DPR di 

Indonesia maka ada beberapa hal yang 

penulis temukan. Bahwa hak imunitas 

dirasa perlu diberikan untuk 

menambah kekuatan dari anggota 

DPR pada saat melakukan tugas untuk 

menyampaikan aspirasi rakyat. Dan 

hak imunitas pula dirasa perlu 

diberikan kepada parlemen sebaga 

citra pembatasan kekuasaan rezim 

pemerintah agar tercipta nya 

keseimbangan didalam suatu 

pemerintahan (checks and balanches).  

7. Penutup 

a. Kesimpulan 

Hak imunitas itu sah diadakan dan 

dibentuk sebagai langkah penguatan 

lembaga dan hak imunitas juga suatu 

hal yang tidak bisa sembarangan 

digunakan oleh anggota DPR karena 

dibatasi oleh norma dank ode etik yang 

berlaku. Hak imunitas anggota DPR 

juga mempunyai batasan-batasan 

dalam menggunakannya dan tidak 

serta merta dapat digunakan sesuaka 

hati. Hak imunitas dapat digunakan 

asal sesuai dengan kode etik dan tata 

tertib DPR, Dalam kaitannya 

mengemukakan pendapat juga hanya 

dapat digunakan didalam rapat dan 

forum-forum yang resmi atau formal. 

b. Saran  

Untuk memperkuat tanggung 

jawab atas pelanggaran etik yang 

kaitannya penyalahgunaan dari hak 

imunitas DPR penulis 

merekomendasikan agar pasal-pasal 

yang membatasi imunitas agar di muat 

tidak hanya didalam kode etik dan 

tatib DPR, saja melainkan dimasukkan 

didalam  Undang-undang Nomor 2 

Tahun 2018 Tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Rakyat dan Dewan 

Perwakilan Daerah tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah dan Dewan 



Perwakilan Rakyat. Agar menjadi satu 

kesatuan. Untuk bentuk pertanggung 

jawaban pelanggaran mengenai kode 

etik dan tatib DPR yang berkaitan 

dengan hak imunitas juga penulis 

merekomendasikan agar tegaknya 

nilai independensi dan nilai keadilan 

maka setiap pelanggaran etik agar 

diadili diluar lembaga parlemen. 

Dalam hal ini penulis 

merekomendasikan peran lembaga 

yudikatif bisa membuat sistem 

peradilan tersendiri bisa menggunakan 

sistem sementara (ad hock) untuk 

mengadili pelanggaran kode etik dan 

tatib yang dilakukan oleh anggota 

DPR.  
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